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A. Ringkasan

Pemilu merupakan sarana kedaluatan rakyat yang dilaksanakan sebagai amanat
reformasi untuk memilih wakil rakyat dan yang paling utama meningkakan kesadaran
politik rakyat. Pemilu yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu No. 7
Tahun 2017 & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab IV tentang
Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan bertujuan mrnjamin
adanya kepastian hukum yang menjelaskan secara tegas beberapa larangan dan sanksi
hukum bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah
dimaksud. Tujuan adanya larangan dalam pesta demokrasi adalah demi terwujudnya
pemilihan umum yang berintergrasi, berkualitas, dan berwibawa dan menghindari hal-
hal yang tidak diinginkan dalam konsentrasi politik lima tahunan tersebut. Maraknya
pelanggaran yang dilakukan diantaranya perusakan dan penurunan alat peraga
kampanye, politik uang, dan SARA. Maraknya kasus pelanggaran tindak pidana
pemilihan umum yang terjadi di Palu merupakan bentuk urgensi dalam hal penegakan
hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dengan ini mengingat Pasal 521 jo Pasal
280 Ayat (1) Huruf h jo Pasal 493 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Tindak
Pidana Pemilihan Umum.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran, Pidana

B. Summary

Elections are a means of expiring the people to be carried out as a reform mandate
to elect people's representatives and most importantly raise people's political awareness.
Elections as stipulated in the Election Law No. 7 0of 2017 & the Criminal Code Book II
Chapter IV concerning Crimes Against the Implementation of Obligations and Rights
of State aims to guarantee the existence of legal certainty which clearly states some
prohibitions and legal sanctions for election participants who violate the provisions as
intended. The purpose of the prohibition in the party of democracy is for the realization
of integrated, quality and authoritative elections and avoiding undesirable things in the
five-year political concentration. The rise of violations committed includes the
destruction and decline of campaign props, money politics, and SARA.
The rise of cases of violations of criminal acts of general elections that took place in
Palu is a form of urgency in terms of law enforcement against criminal offenses which
hereby remember Article 521 jo Article 280 Paragraph (1) Letter h jo Article 493 of
Law No. 7 of 2017 concerning General Election Crimes.
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